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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penggunaan 

teknologi Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) di Universitas 

Sriwijaya, Tujuan penggunaan aplikasi SIMPeL adalah untuk meningkatkan kualitas 

pengadaan barang dan jasa di Universitas Sriwijaya yang lebih transparan dan akuntabel 

sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. SIMPeL adalah teknologi informasi 

dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah yang dikembangkan oleh 

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Teknologi Informasi 

Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) adalah teknologi informasi yang 

dikembangkan oleh Kementrian Keuangan untuk memfasilitasi proses pengadaan 

langsung. Sistem ini berungsi untuk mengelola database hasil pengadaan langsung, dalam 

rangka menghasilkan informasi yang tepat guna untuk penyusunan spending analysis, 

analisa standard biaya, laporan pelaksanaan pengadaan langsung, serta laporan manajerial 

lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Adapun penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan metode wawancara, observasi, 

dan analisis dokumen untuk pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan penggunaan di Universitas Sriwijaya telah membantu pengguna 

dalam melaksanakan proses pengadaan langsung, akan tetapi belum optimal masih perlu 

penyempurnaan terhadap aplikasi yang masih sangat di perlukan untuk meminimalisir 

kendala kendala yang di alami pengguna. 

  Kata kunci : Implementasi, Aplikasi, SIMPeL 
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ABSTRACT 

 

This reaseach to analyze the Policy Implementation of the Use of Direct 

Procurement Management Information System (SIMPeL) at Sriwijaya University. 

information system in the procurement of goods and services in government agencies 

developed by the Secretariat General of the Ministry of Finance (Kemenkeu). The Direct 

Procurement Management Information System (SIMPeL) is an information system 

developed by the Ministry of Finance to facilitate the direct procurement process. This 

system functions to manage a database of direct procurement results, in order to produce 

appropriate information for the preparation of spending analysis, standard cost analysis, 

direct procurement implementation reports, and other managerial reports according to 

the needs and applicable regulations. This research is a qualitative research with a case 

study approach with interview, observation, and document analysis methods for data 

collection. The results of this study indicate that the overall use at Sriwijaya University 

has helped users in carrying out the direct procurement process, but it is not yet optimal. 

  Keywords: Implementation, Application, SIMPeL 

 

 
 

PENDAHULUAN 

Aktualitas  data   merupakan   salah   

satu   aspek penting yang   tidak   boleh   

dikesampingkan   oleh   pemerintah.   

Dengan   demikian   keputusan strategis 

yang   di buat harus  kompetitif.   Dalam   

hal  ini,  untuk   terus   dapat  bertahan 

ditengah kondisi   yang ada,  maka 

pemerintah  harus  memiliki  strategi  – 

strategi   jitu dalam menyikapi perubahan 

yang ada. Untuk itu pihak administrasi 

diharapkan mampu mendeteksi secara   

efektif  kapan   perubahan  kondisi   

membutuhkan   tanggapan  strategis,  

maka   sangat dibutuhkan  suatu  sistem   

informasi   yang  mampu   menangkap,   

mencipta  dan memanipulasi informasi 

eksternal juga internal secara efektif. 

Suatu  kehandalan teknologi 

informasi   ada   mempunyai   pengaruh  

yang  sangat   penting dalam sebuah 

lingkungan pemerintahan, karena dengan 

hal itu sangat membantu pemerintah 

untuk menyediakan informasi dalam 

mengambil keputusan - keputusan 

strategis yang dibutuhkan. Karena 

pentingnya kebutuhan sebuah teknologi 

informasi maka perusahaan perlu 

mempertimbangkan   sistem   yang   telah   

digunakan   dan   yang   akan   

dikembangkan   agar kedepannya 

menjadi sebuah sistem yang efektif dalam 

mendukung apa yang menjadi tujuan dan 

maksud pemerintah. 

1. Universitas Sriwijaya 

menggunakan  aplikasi SIMPeL ini di 

tahun 2020, dalam pelaksanaan nya 

pengadaan barang dan jasa pada umumya 

di lingkungan Universitas Sriwijaya 

menggunakan pengadaan secara 

konvesional berupa pengadaan langsung, 

penunjukan langsung dan tender, karena 

dalam penunjukan langsung atau dengan 

cara yang manual atau tidak 

menggunakan elektronik penggunaan nya 

belum optimal sedangkan untuk 
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pengadaan barang secara elektronik 

sendiri berupa e-purchasing dan e-

tendering. Dengan menggunakan sistem 

aplikasi ini yang membuat pengadaan 

dapat di lakukan secara elektronik apakah 

sudah  mampu mengatasi kesulitan dalam 

melakukan pemantauan dan reporting 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, 

akan tetapi di dalam penggunaanya masih 

belum optimal apalagi saat sistem sedang 

maintance, atau gangguan akibat nya 

pekerjaan akan langsung tersimpan di 

dalam aplikasi dan masih banyak 

kekurangan dalam penginputan data 

secara Pelaksanaan merupakan suatu 

kegiatan/aktivitas dalam menerapkan apa 

yang telah ditentukan organisasi untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan 

teori kebijakan yang terdiri dari 

komunikasi,sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi. 

2. Kebijakan pemerintah pada 

hakikatnya merupakan kebijakan yang 

ditujukan untuk publik dalam pengertian 

yang seluas-luasnya (negara, masyarakat 

dalam berbagai status serta untuk 

kepentingan umum), baik itu dilakukan 

secara langsung maupun tidak secara 

langsung yang tercermin pada berbagai 

dimensi kehidupan public 

3. Aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Pengadaan langsung 

merupakan transaksi elektronik dan 

informasi memudahkan sentralisasi data 

pengadaan langsung pembentukan 

perjenis barang/pekerjaan hasil 

pengadaan langsung pembentukan 

database penyedia pengadaan langsung 

untuk memudahkan monitoring dan 

pelaporan pelaksaan database. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang di gunakan 

dalam menganalisis implementasi 

kebijakan penggunaan aplikasi SIMPeL 

di Universitas Sriwijaya adalah metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. 

Program Penggunaan aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen pengadaan 

langsung di Universitas Sriwijaya telah 

dijalankan dengan mengacu pada teori 

Implementasi kebijakan Edward 

III,1980:1. Menurut teori ini, ada empat 

variabel dengan indicator-indikator yang 

dapat diukur, diteliti serta dilengkapi 

dengan pandangan dari Van Meter & Van 

Horn, 1975. Dengan demikian, 

implementasi program ini telah dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan yang 

sistematis dan sesuai dengan indikator 

yang telah ditentukan. 

Pertanayaan diajukan kepada  

narasumber terkait kebijakan penggunaan 

aplikasi SIMPeL, sedangkan 

dokumentasi digunakan untuk 

melengkapi informasi dari wawancara. 

Observasi dilakukan untuk mengamati 

hambatan, tantangan, ancaman, dan 

peluang dalam pelaksanaan kebijakan 

tersebut. Semua data yang diperoleh akan 

digunakan untuk mencari peningkatan 

pelaksanaan kebijakan penggunaan 

aplikasi SIMPeL. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Komunikasi 

Komunikasi adalah keberhasilan 

implementasi kebijakan mensyaratkan 
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agar implementor mengetahui apa yang 

harus di lakukan menurut Kemala Sri dkk 

(2002:2). Apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran harus di tujukan kepada 

kelompok sasaran agar dapat mengurangi 

kesalah dalam pelaksanaan kebijakan, 

resitensi akan terjadi apabila terjadi 

ketidak jelasan/ketidaktahuan  maksud 

dan tujuan dari kelompok sasaran Dalam 

penelitian ini penulis membahas 

komunikasi antara pengguna aplikasi 

dengan penyedia layanan atau user 

aplikasi dengan memperhatikan kejelasan 

dan konsistensi data yang di peroleh 

dengan  wawancara dan observasi 

melalui dokumen aplikasi yang tersedia 

dengan admin satuan kerja atau user yang 

menyediakan pelayanan aplikasi di 

Universitas Sriwijaya seperti yang di 

lapangan oleh peneliti yaitu sosialisasi 

yang di lakukan oleh admin/user 

penyedia layanan aplikasi 

SIMPeL,mengenai layanan publik dengan 

teknologi informasi menjadi indicator 

keberhasilan dari Universitas Sriwijaya 

dengan perusahaan/vendor yang 

mengukuti pekerjaan yang telah di 

sepakati sebelumnya Dari hasil 

observasi secara keseluruhan 

komunikasi yang ada di dalam 

penggunaan aplikasi SIMPel tersebut 

sudah baik, komunikasi yang terjalin 

sesuai dengan sop yang berlaku di 

lingkungan Universitas Sriwijaya, dari 

bagan tersebut alur Proses Pengadaan 

berikut juga komunikasi yang terjalin 

secara terorganisir. 

 

B. Sumberdaya 

Salah satu faktor yang sangat 

menentukan keberhasilan suatu kebijakan 

ialah sumber daya, menurut Edward III 

(1980:53) sumber daya merupakan hal 

penting dalam implementasi kebijakan, 

sumber daya berawal dari pendekatan 

sumber daya yang merupakan satu 

kesatuan yang penting dalam 

keberhasilan implementasi, faktor  

penentu pada suatu kebijaakan adalah 

pegawai/staff atau aparatur yang 

menjalankan suatu kebijakan tersebut. 

Dengan adanya sumber daya yang 

mumpu maka kebijkan tersebut tidak akni 

dan berkompeten ataupun tidak kompeten 

di bidangnya merupakan penyebab 

terlaksana atau tidak nya suatu kebijakan 

tersebut. Selain itu fasilitas fisik juga 

sangat berpengaruh dalam implementasi 

kebijakan, implementor juga akan 

memilih staf yang memiliki kompeten 

dalam bidang tersebut, memiliki staf yang 

mencukupi, dan memiliki wewennag 

untuk melakukan tugasnya, akan tetapi 

tanpa adanya sarana dan prasarana maka 

implementasi tersebut tidak akan 

berhasil, Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut sumber daya , dana penunjang, 

serta sarana dan prasarana pendukung 

sudah di nilai cukup memadai, karena 

pengimplementasian nya sudah 

terlaksana dengan baik. 

 

C. Struktur Birokrasi 

Menurut pandangan Edward III, 

struktur birokrasi yang kuat menjadi 

kunci utama bagi kesuksesan 

implementasi kebijakan publik. Salah 

satu aspek penting dalam membangun 

sebuah birokrasi pemerintahan yang 

handal adalah dengan memastikan 

adanya SOP (Standard Operating 

Procedures) yang terstruktur dan mudah 
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dipahami. Meskipun anggaran dan 

sumber daya yang cukup telah tersedia, 

para pelaksana telah memahami tugas 

dan tanggung jawab mereka, serta 

memiliki motivasi untuk mewujudkan 

kebijakan tersebut, namun tanpa struktur 

birokrasi yang tepat, kemungkinan 

kebijakan tersebut akan mengalami 

hambatan dan kegagalan saat 

implementasinya. 

Menurut Edward III, kejelasan SOP 

sangat penting dalam menentukan 

mekanisme yang tepat, sistem dan 

prosedur pelaksanaan kebijakan, 

pembagian tugas dan tanggung jawab, 

serta menjalin kerjasama yang harmonis 

antara organisasi yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan. Oleh karena itu, 

pembangunan sebuah struktur birokrasi 

yang solid dan terintegrasi dengan baik 

sangatlah penting agar implementasi 

kebijakan publik dapat terlaksana dengan 

baik dan sukses. 

 

D. Disposisi 

Menurut Kemala Sri dan rekan-

rekannya (2022:2), sikap implementor 

memiliki peran penting dalam 

implementasi kebijakan. Jika para 

implementor memiliki persetujuan 

terhadap isi kebijakan, mereka akan lebih 

terbuka dalam melaksanakannya dan 

menghindari kemungkinan kegagalan 

implementasi. Namun, menurut Agustino 

seperti yang dikutip oleh Kemala Sri 

(2017:139), sikap para pelaksana dapat 

menciptakan hambatan nyata dalam 

pelaksanaan kebijakan apabila mereka 

tidak mendukung kebijakan tersebut 

meskipun dicetuskan oleh para pejabat 

tinggi. Sehingga dapat di simpulkan dari 

keterangan di atas bahwa Disposisi 

pemerintah berperan penting di dalam 

tahapan proses penggunaan aplikasi, 

penggunaan aplikasi yang secara online 

dapat di gunakan dengan baik oleh pelaku 

usaha. 

Pembahasan 

A. Komunikasi 

Pendekatan komunikasi yang di 

lakukan oleh satuan kerja dari pihak 

Universitas Sriwijaya dengan Pengguna 

layanan atau Pelaku Usaha/ Perusahaan 

yang bekerjasama dengan Universitas 

Sriwijaya dapat di katakana cukup baik 

akan tetapi masih ada kekurangan di 

dalam nya yang masih perlu di 

optimalkan lagi dalam penggunaan 

aplikasi tersebut, karena masih ada 

kekurangan dari Aplikasi tersebut. 

B. Sumberdaya 

Pendekatan Sumber daya yang dimilik 

di Universitas Sriwijaya dapat di 

katakana sudah maksimal karena satuan 

kerja sudah mampu maksimal dalam 

menjalan kan kebijakan dalam 

penggunaan aplikasi SIMPeL itu sendiri 

hanya saja masih ada yang perlu di 

perbaiki dari fungsi Aplikasi itu sendiri. 

 

C. Struktur Birokrasi 

Pendekatan Struktur Birokrasi dapat di 

katakana cukup baik, karena kerjasama 

antar satuan kerja, antara pejabat 

Pengadaan, Pejabat PPK, admin satker, 

hingga pengguna layanan atau pelaku 

usaha berjalan dengan baik. 

 

D. Disposisi 
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 Pendekatan Disposisi berkenaan 

dengan mekankan terhadap karakteristik 

yang serta terhadap karakteristik yang 

kepada implementor kebijakan tentang 

penggunaan sistem layanan Aplikasi 

SIMPeL ini, sudah cukup baik, karena 

adanya inisiatif dari implementor atau 

penyedia layanan dalam melaksanakan 

kegiatan pelaksanaan aplikasi SIMPeL 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang 

berlaku 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan efektifitas, efisiensi, 

transparasi, dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan pengadaan langsung melalui 

aplikasi SIMPeL yang di kembangkan 

oleh LPSE Kemenkeu , aplikasi ini di 

pilih untuk membantu proses pengadaan 

langsung barang/jasa . selain itu fitur dari 

palikasi ini sangat efisien dalam kegiatan 

pengadaan langsung barang/jasa. Fitur 

yang mempermudah penginputan data 

setiap kontrak kerja dapat di lakukan 

dengan cara mengupload ke aplikasi 

SIMPeL saja. Dalam penelitian ini 

Implementasi kebijakan yang di analisis 

yang mempengaruhi pengguaan aplikasi 

di setiap suatu paket pekerjaan, did alam 

penelitian ini peneliti berpendapat bahwa 

penggunaan aplikasi ini bereran penting 

dalam proses pengadaan langsung barang 

dan jasa yaitu dengan menginput data ke 

dalam aplikasi SIMPeL. 

Beradasarkan pembahasan yang telah 

di paparkan sebelumnya pada tahap hasil 

penelitian bebepa memperoleh fakta yang 

dapat di gunakan sebagai perbaikan 

penggunaan aplikasi SIMPeL 

berdasarkan hasil penelitian yang di teliti 

dari pengguna layanan dan penyedia 

layanan yaitu: 

1. Penggunaan aplikasi dengan fitur 

yang masih dalam penginputan data 

yang manual seperti penginputan 

data bang habis pakai. 

2. Selain sistem aplikasi yang terkadang 

terjadi maintance atau dalam masa 

perbaikan , yang mengakibatkan 

proses penginputan secara otomatis 

selesai 
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